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BUPATT SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 7. TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat : 1.

2.

3.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara
berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai
tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang*Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentrang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah
swatantra Tingkat II semarang (Lembar€m Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor L6S2);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6Ba1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2O2O
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2Al7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a77|;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kineda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63aO);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2A2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun
2O2A tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2O2O Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daeratr Kabupaten Semarang Nomor
il;

1 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun
2O2O tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud d.engan:
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerint&1, Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerirrt"h*
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD
adalah lembaga perwakilan ralqyat daerah yang berkeduduklan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah aupati semarang.7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut plt adalah pegawalNegeri Sipil

yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu iuga* iabatan tain
dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksrid berhalangan
tetap atau belum terisi.

B. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pegawai Negeri Sipilyang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suitu jabaLn hindikarenakan pejabat menduduki jabitan dimaksud berhalangan
sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) liari
kerja.

9- Bqdan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian 

- 
dan

Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah kabupaten Semarang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah i"ngdibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DpRD serta
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada pemerintah
Kabupaten Semarang.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Tpp adalahtambahan penghasilan yang dibeiikan d"1"* "rngt" peningkatan
kesejahteraan pegawai.

74. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.

15. Basic TPP 39?ur. penghitungan besaran Tpp yang di dasarkan padaparameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas piskal Daeratr, Indeks
Kemahaian Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.16' Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapaii<Ln dari penjumlahan kriteria
TPP sesuai bobot masing-masing dikali basic Tpp.

L7, TPP berdasarkan Prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada pNS
yang rnemiliki prestasi keq'a yang tinggi sesuai UiOang keahliannya dandiakui oleh pimpinan diatasnya.



iB' Penilaian prestasi kery'a PNS ad,alah suatu proses penilaian secarasistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai^ terhadap sasaran kerjapegawai dan perilaku kerja pNS.
19' TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada pNS

yang dalam melaksanakan tugas berada pla^- Hngkungan rcl4a yangmemiliki resiko tinggi.
20' TPP berdasarkan beban keq'a adalah TPP yang diberikan kepada pNS yangdibebani pekerj'aan untuk menyelesailan tugas-tugas yang dinilaimelampaui beban keq'a normal.
21' TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada pNS

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

22. TPP berdasarkan pertimbangan objektir lainnya adalah Tpp yang diberikan
kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

23. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung pNS v""g dinilai, derigan
ketentuan paling rendah pejabat strui<turat eselon IVb-atau pejabat lain
yang ditentukan.

?1 Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari pejabat penilai.
25' Laporan Harta Kekayaan_ Penyeler.ggri*"tr Negara yang selanjutnya

disingkat LHKPN adalah daftar selu.,rrr harta ilUy."r, eenyelenggara
Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi pemberantasan
Korupsi.

26' Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya
disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadaf bendlnara,pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/
penyimpan b.arang, atau pihlk ketiga yang telah melakuk* p"rf,.r.tyang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

27 ' Barang Milik Daerah adatah semua bLang yang dibeli atau diperoleh atasbeban Anggaran Pendapatan dan eeh;il daerah atau berasal dariperolehan lainnya y..rg *"h. !

28' Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaanatau pemberian uang/setara uang, barang, rabat 1aiston1, komisi,pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasili-ias penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cumi, dan fasiiitas rainnya.

29. Jabatan Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yangmenduduki Jabatan Fungsional pada Instansi pemerintah.
30' Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke da-lamJabatan Fungsional melalui penyesuaian/Inpassing paaa Jabatan

Fungsional yang setara.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin
kepastian hukum dalam pemberian TPP di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tpp adalah:
a. meningkatkan kinerja pNS;
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
c. meningkatkan kesejahteraan pNS.



BAB II

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagis11 Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemberian Tpp berdasarkarl pada Nama Jabatan dan kelas Jabatan.
TPP sebagaimana dimaksud pada.ayat{l} diberikan kepada pNS sepanjangtelah dianggarkan dalam APbD, diberikan *"""ai nama jabatan dan kelasjabatan yang telah ditetapkan, dengan besaran sesuai kemampuankeuangan Daerah.

(3) Dalam hal lerdapat nama Jabalan yang berum ditetapkan kelasjabatannya dan/atau tidak. tersedianyJ 
- 

3'.-uat n tersebut pada petajabatan, TPP diberikan sesuai dengan r.eras jabatan yang sejenis/setara diPerangkat Daerah tersebut.
(4) Jabatan struktural yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional karenapenyetaraan jabatan dan diberikan qugas sebagai Sub Koordinator,diberikan Tpp sebesar jabatan strukturar sibelumnyi.

(1)

t2)

(s)

(6)

t8)

t7l

PNS pindahan dari iuar Pemerintah Daerah diberikan Tpp terhitung mulaitanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahunanggar€ut berkenaan.
Pemerintah Daerah memberikan Tpp kepada pNS berdasarkanpertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangandaerah dan memperoleh per*it,r3rar, bpnn sesuai aengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

TPP sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) dihitung berdasarkan hasilperkalian antara besaran basic Tpp dengan kriteria Tpp.
Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl disesuaikan dengankondisi masing-masing pNS.

Bagian Kedua
Basic TPP

Pasal 5

(U Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (Tt dihitung
berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penyelengg;rraan pemerintah Daeratr.

(2t Basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut: (Besaran
Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal
daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan
pemerintah daerah).



(3) Tata cara perhitungan basic Tpp sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemberian Tpp.

Bagian Ketiga
Kriteria TPP

Pasal 6

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdinatas:
a. prestasi kerja;
b. beban kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi keda; dan
e. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

(1) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
huruf a diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang.

(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Paragraf 2
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal B

(1) TPP berdasarka.n beban kery'a sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 hurufb diberikan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang.

(2) Selain TPP berdasarkan beban keda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PNS juga dapat diberikan Tpp berdasarkan beban kerl'a meliputi:a. Tim Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten seniarang;b- Tim Teknis Penyusunan Rancangan anggaran Pendap;t"r, 6an Belanja

Daerah Kabupaten Semarang;
c' Tim Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Semarang;d. PNS pada Perangkat Daerah yana memiliki potJhubungan tugas danfungsi {ang mengoordinasikan seluruh -Perangkat 
Daerah yaitu

Sekretariat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badin Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perencanaan, penelitian
dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Daerah dan Sekretariat DewanPerwakilan Ralqrat Daerah;

e' Kepala da3 lg{retaris pada Perangkat Daerah yang memiliki 1ebih dari4 (empat) bidang yaitu pada -Badan reuangln Daerah, Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan olahrlga, Dinas pekerjaan
IJrnum, dan Dinas pertanian, perikanan dan p*g*i; '



(3)

f' Perangkat Daerah y?rg memberikan perayanan umum langsungkepada Masyarakat di lingkat ruu"p"tlir yaitu Dinas penanarnanModal dan perayanan rerpaou satu nrrtu aan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil;g. unit kerja yang meraksanalan tugas pengkqjian, harmonisasi danpembahasan produk hukum Daerahf r- ---
h' Pengelola Keuangan dan perencanaan pada perangkat Daerah yaituKepala subbagian perencanaan dan K"rurrg*, Kepara subbagianPerencanaan, Evaruasi dan rehporan, r<"p"rl_suubagiin perencanaan,

Kepala subbagian Keuangat, pu.dr, r9.*g'r."t Daerah, sekretaris BadanPenanggulangan Bencani Daerah a"rt fi*pura Subbagian Tata usahapada Kantor Kesatuan Bangsa dan politik; '-
i. Koordinator wilayah KeJamatan Bidang pendidikan KabupatenSemarang;
j' Ptt. pada perangkat Daerah di ringkungan pemerintah KabupatenSemarang;
k' Plh' pada perangkat Daerah di lingkungan pemerintah KabupatenSemarang;
1' Pejabat Fungsional yang disetarakan/sub Koordinator pada perangkat

Daerah di lingkungan pemerin.tah Kabupaten Semarang; danm. Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa.
Besaran Tpp berdasarkan beban I.{^ sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

paragraf 3
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasai 6huruf c diberikan kepada PNS v""s dalam melaksanakan tugasnya berad.adi.Daerah- yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan DaIrah terpencilyaitu Puskesmas pembantu candirejo tcecamitan pringapus dan pos
Kesehatan Desa Duren, puskesmas sumowono Kecarnatan sumowono.
Besaran berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Paragraf 4
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 9

Pasal 1O

{2}

IU TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6huruf d diberikan kepada Badan p"rr*ggulangan Bencana Daerah,
P_etugas Lapangan pada satuan polisi plilong- praja dan pemadam
Kebakaran, Dinas perhubungan, petugas xeberJihan"(petugas sampahdan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup dan pengemudi Bupati,Pengemudi wakil Bupati dan pengemudi sekretaris Daerah.

t2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(1)

{21

Paragraf 5

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 1 1

Tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah dan PNS yang

berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu
pernungutan p4jak daerah dan retribusi daerah-

pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP

Pasal 12

(1) Penilaian TPP terdiri atas:
a. TPP statis; dan
b. TPP dinamis.

{2\ TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
berdasarkan variabel presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam
kerja sebesar 4Oo/o (empat puluh persen) dari besaran TPP.

(3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan
berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 600/0 (enam
puluh persen) dari besaran TPP.

Pasal 13

(1) PNS yang dapat diberikan TPP Berdasarkan Prestasi Keg'a sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 adalah PNS yang setelah dilakukan penilaian
total TPP statis dan dinamis mendapatkan nilai lebih dari 600/" (enam
puluh persen).

{2) Penilaian TPP statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Variabel waktu penyelesaian tugas berdasarkan target mempunyai bobot
nilai 6 (enam), variabel kehadiran kerja mempunyai bobot nilai 4 (empat),
variabel kehadiran apel mempunyai bobot nilai 2 (dua).

(4) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Jumlah Total Nilai
Jumlah Hari Kerja

Persentase Statis Nilai = Jumlah Nilai x 4O
66

Nilai = Jumlah Nilai x 60
66

= ...."..o/o

Persentase Dinamis = = ..,...,o/o



Persentase Tpp =
TPP......... =
TPP diterima =
TPP dipotong =

Persentase Statis + persentase Dinamis
Rp. ............
Rp. ..
Rp. ............

(1) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal Lz dilakukan olehatasan langsung dan ditaksanakan pada setiap awal bulran berikutnya,
f::HL-Ifff buhn Desember ditat<ukan pada akrrir bulan y;;

(2) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekari sesuaihari kerja.
(3) Kepata Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 14

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 15

Pasal 16

Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari pagu Tpp dan
disesuaikan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan asas
keadilan.
Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1
(satu) tahun anggaran.
Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sejak bulan Januari.

(1)

(2)

Pemberian Tpp berdasarkan prestasi kerja, kondisi kerja, beban kerja dantempat bertugas-$il_akukan pada setiai awal bulan-berikutnya, untukbulan Desember dilakukan p"a" akhir bulan D"*;-b;;. --""**'-
Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundanglundangan.

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 17

(1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada PNS setelah d.ipotong
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2\ Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap PNS wajib dilampiri:
a. rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKpSDM;
b. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi

data dukung penunjang bagl yang tidak hadir dengan surat cuti;



c. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang
diterima selama 1 bulan; dan

d. fotokopi Surat Perintah Membayar.

(3) Rekomendasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a
dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan
rekomendasi dari Perangkat Daerah diterima.

(41 Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
c. melaksanakan peq'alanan dinas dalam/luar daerah;
d. menjalani cuti tahunan;
e. cuti melahirkan sampai dengan anak kedua; dan
f. cuti sakit karena menjalani isolasi akibat terpapar wabah penyakit

menular.

Pasal 18

TPP diterimakan kepada PNS dengan ketentuan bobot nilai dari persentase
penilaian yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)

dengan rincian sebagai berikut:
a. menerima TPP loAo/o (seratus persen) apabila mencapai bobot nilai paling

sedikit 90Vo (sembilan puluh persen);
b. menerima TPP 75o/o (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai bobot nilai

paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 89% (detapan
puluh sembilan persen);

c. menerima TPP 5O% (lima puluh persen) apabila mencapai bobot nilai paling
sedikit 6l%0 (enam puluh satu persen) sampai dengan 75yo (tu:uh puluh
Iima persen); dan

d. menerima TPP 07o (nol persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit
07o (no1 persen) sampai dengan 6ooh (enam puluh persen).

Pasal 19

(1) PNS yang dipindahkan (mutasi/Promosi) dan diberhentikan dari dan
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana dengan
jumlah hari kerja lebih banyak di tempat kerja lama dibanding di tempat
kerja baru, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan
fungsionalfiabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan penilaian
kinery'a di tempat kerja lama.

(2) PNS yang dipindahkan (mutasi/Promosi) dan diberhentikan dari dan
dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana dengan
jumlah hari kerja lebih banyak di tempat kerja baru dibanding di tempat
kerja lama, maka pernberian TPP jabatan struktural atau jabatan
fungsionalfiabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan penilaian
kine{a di tempat kerja baru.



BAB IV

PENUNDAAN TPP

Pasal 20

(1) Setiap pNS berkewa.jiban:
a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagr:1. pejabat Tinggr pratama;

2. pejabat Administratori dan
3' Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas penyeler2ggaraan urusanpemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah,b' tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;c' menggunakan Barang Milik Daeratr sesuai dengan tugas danfungsinya; dan

d. menyelesaikan tanggungan TpTGR(2) PNS yang melanggar ketentuan sebagairnsrr4 dimaksud pada ayat (Udiberikan sanksi penundaan TPP sampai dengan terselesaikannyakewajiban.

BAB V

PNS YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 2 I
PNS yang tidak berhak memperoleh Tppa. masih berstatus Calon pwS;
b. tenaga pendidik, pengawas sekolah;
c. menjalani cuti besar;
d- menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;e. cuti melahirkan anak ketiga;
f. cuti sakit karena mengalami persarinan keempat atau rebih;g. cuti di luar tanggungan negara;
h. mengikuti tugas belajar;
i. menjalani bebas tugas;
j. menjadi kepala d,esa dan perangkat desa;k sedang menjarani pemberhentian sementara dari jabatan;l' sedang mengqiukan banding terhadap putusan hukuman disiptin sampaidengan memperoleh keputusan tetap ;m' PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah

Nomor 94 Tahun 2o2l tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil, tid.ak diberika,TPP dengan ketentuan sebagai berikut :

L' Hukuman Disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan Tpp sebesar25oA (dua puluh rima persen) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;2. Hukuman Disiplin tingkat sedang:
a) pemotongan Tpp sebesar 2so/o (dua puluh rima persen) selama 6(enam) buran sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yangdijatuhkan;

adalah PNS yang:



b) pemotongan Tpp sebesar 2so/o (dua puluh rima persen) serama 9(sembilan) bulan sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yangdijatuhkan; dan
c) pemotongan TPP sebesar 25o/o (duapuluh lima persen) selama 12 (duabelas) bulan sesuai dengan keputusan hukuman disiprin yangdijatuhkan;

3' Hukuman Disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan Tpp sebesar50 a/o (iima puluh persen) untuk jangka waktu 12 (dua belas) buran;n' berstatus sebagai tenaga titipan di ruar Instansi Induk; dano' berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekeq'akan di luar InstansirnouK.

(1) Rekapitulasi Hasil penilaian 
_PNS dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekalikepada Kepala BKPSDM dalam u""t"r. 

-l"rmat 
sebagaimana tercantumdalam Lampiran 

. IV yang merupakan bagian tidak- terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
(2) Hasil penilaian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporanpertanggungiawaban pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 22

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 23

Pemberian TPP diberikan setiap buian yang dianggarkan oleh masing_masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
Penganggaran TPP oleh perangkat Daerah berped,oman pada kriteria
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuanPeraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1)

(2)

(3)

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati semarangNomor 28 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan penghasilan
Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten semarang (BeritaDaerah Kabupaten semarang Tahun 2022 Nomor 2B), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.



Pasai 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan perat,ranBupati ini dengan penernpatannya dalam gerita naerah Kabupaten semarang.

di Ungaran

o'l'.,*or; zozt

RAHA

Diundangkan di Ungaran

Pada tanggal o e 
?a.neori 

zoz ]
SEKRE-fARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2O2}NOMOR 2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR z TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

/

NO VARIAE}EL INDIKATOR NILAI KETERANGAN
1

2 Kehadiran
keq'a
Hari Senin
sampai
dengan (s/d)
Kamis

Hari Jumat

Apel a. Tidak hadir
b. Hadir Apel terlambat

presensi
c. Hadir Apel tepat

waktu

a. Tidak hadir
b. Hadir selama 5 jartr
c. Hadir selama 6 jam
d. Hadir selama 7 jarn
e. Hadir selama 8 jam

a. Tidak hadir
b. Hadir selama 3 jam
c. Hadir selama 3,5 jam
d. Hadir selama 4 jarn
e. Hadir selama 4,5 jam

o
1

2
3
4

0
1

2
3
4

o
1

2

jam kerja :

a. Hari Senin sampai
dengan Kamis
mulai pukul 07. 15
-15.30 WIB

b. Hari Jumat mulai
pul<ttl 07.00-
11.30 WIB

1. Dengan perhitungan

3 Penyelesaian
tugas sesuai
target

a. Tidak melaksanakan
tugas

b. Kurang darr 25o/o
c. Kurang dari 4OYo

d. Kurang dari 55%
e. Kurang dari 7oo/o
f. Kurang dari 857o
g. Sesuai target {86Yo-

100%)

0

1

2
3
4
5
6

I Target waktu
berdasarkan prograrn
kerja dan tugas-tugas
lain yang diarahkan
pimpinan

NUGRAHA

,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 2. TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWA]
NEGERI SIPIL

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI NEGERI
SPIL DENGAN 6 (ENAM) HARI KERJA

NO. VARIABEL INDIKATOR NILA] KETERANGAN

0
1

2
3
4

0
1

2
3
4

0

1

2
3
4
5
6

0
1

2
3
4

0
1

o

1

2

3

Kehadiran
kerja
Hari Senin
sampai
dengan (s/d)
Kamis

Hari Jumat

Hari Sabtu

Penyelesaian
tugas sesuai
target

Apel a. Tidak hadir
b. Hadir Apel terlambat

presensi
c. Hadir Apel tepat waktu

a. Tidak hadir
b. Hadir selama 3,5 jam
c. Hadir selama 4,5 jam
d. Hadir selama 5,5 jam
e. Hadir selama 6,5 jam

a. Tidak hadir
b. Hadir selama 3 jam
c. Hadir selama 3,5 jam
d. Hadir selama 4 jam
e. Hadir selama 4,5 jam

a. Tidak hadir
b. Hadir selama 3 jam
c. Hadir selama 4 jarn
d. Hadir selama 5 jam
e. Hadir selama 6 jam

a. Tidak melaksanakan
tugas

b, Kurang dari 25o/o
c. Kurang darr 4Oo/"
d. Kurang dari 55%o
e. Kurang dafi70%
f. Kurang dari 85%
g. Sesuai target

lOO%o)
{86oh-

1. Dengan
perhitungan jam
keq'a :

a.. Hari Senin
sampai
dengan Kamis
mulai pukul
07.15 -14.00
WIB

b. Hari Jumat
mulai pukul
07.00-11.30
WIB

c. Hari Sabtu
mulai pukul
07.1s - 13.30

2. Target waktu
berdasarkan
prograrn ke{a
dan tugas-tugas
lain yang
diarahkan
pimpinan

NUGRAHA

t\
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REKAPITULASI PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR Z TAHUN 2O2g
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

... 2023

UNIT KERJA :

BULAN :

TAHUN :

Kepala Perangkat Daerah

(NAMA)
NIP.

No

ffi
Nama NIP

iffi,ffi*ffi

Jabatan
Jumlah TPP

yang Dapat/Tidak
dapat Ket

GRAHA

P


